SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor: 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

Mengingat

a.

KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar
Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun
2017 dipandang tidak sesuai lagi dengan adanya susunan
Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dipandang perlu
dilakukan perubahan peraturan Walikota Makassar Nomor 14
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Makassar Tah un 2017 dalam rangka mendukung
efisiensi dan efektifitas penyusunan KUA dan PPAS Tahun
2017

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) tersebut di
atas, maka perlu menetapkan perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851));

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20035-2025
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10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275}

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ZXepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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15.

16.

17.

18.

19

20.

21

22.

23.

24.

25.

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

. Peraturan Presiden Nomeor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Nomor 517 Tahun 2010);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Nomor 2036 Tahun 2015);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor..........
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Nomor

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Derah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor
3 Tahun 2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
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Menetapkan

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2014, Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)

Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun
2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015
Nomor 73);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar
Tahun 2015 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diubah sehingga
ketentuan lampiran pasal 2 ayat secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017
merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi
dan kebijakan Walikota Makassar yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017
disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN;
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU;

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
BAB VI PENUTUP

(3) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar
Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota 1ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Nopember 2016

WALIKOTA MAKASSAR
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 67



